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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 132/PMK.01/2012
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan
Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.0 1 /
2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Dl
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Keterbukaan
Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan
Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Pengguna Informasi Publik adalah perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, dan Badan Publik yang menggunakan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.


http://www.djpp.depkumham.go.id

10.

11.

3 2012, No.792

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membuka atau sebaliknya.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik dan Pengguna Informasi
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan
Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah Menteri Keuangan.
BAB Il
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan
Informasi Publik dan dokumentasi di lingkungan Kementerian
Keuangan, PPID, dan Atasan PPID di lingkungan Kementerian
Keuangan, serta Pemohon Informasi Publik; dan

menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
keterbukaan Informasi Publik.

BAB Il
PPID
Bagian Kesatu
Penetapan PPID
Pasal 3

Menteri menetapkan PPID dan Koordinator PPID di lingkungan
Kementerian Keuangan.

PPID dan Koordinator PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 1
merupakan pejabat eselon Il yang membidangi penyediaan dan/atau
pelayanan Informasi Publik dan/atau kehumasan pada masing-
masing unit eselon 1.
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Bagian Kedua
Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang PPID
Pasal 4

(1) PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

(2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) PPID mempunyai tanggung jawab melakukan penyediaan,
penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan
Informasi Publik.

(4)

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPID bertugas melakukan:

a.

penetapan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas
dan kewenangan PPID;

pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang tidak
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang, atau yang disebut Informasi
Publik yang dikecualikan;

penetapan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan
dan/atau pengubahannya dengan persetujuan Atasan PPID;

penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

penghitaman atau pengaburan Informasi Publik yang dikecualikan
beserta alasannya;

pembuatan, pemeliharaan, dan/atau pemutakhiran Daftar
Informasi Publik secara berkala;

pengkoordinasian dalam rangka:

1) pengumpulan seluruh Informasi Publik pada masing-masing
unit eselon | tempat PPID bertugas, yang meliputi;

a) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

b) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta
merta;

c) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
d) Informasi Publik yang dikecualikan;

2) pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masingmasing
unit eselon | tempat PPID bertugas, dalam rangka pembuatan
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dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana
format yang tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

4) pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau
petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas
layanan Informasi Publik; dan

5) pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik
secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi
Publik ditolak;

h. penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan
PPID setiap bulan dan kepada Koordinator PPID pada setiap bulan
Januari tahun anggaran berikutnya dan/atau jika diperlukan,
yang meliputi:

1) jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;

2) waktu yang diperlukan PPID dalam memenuhi setiap
permintaan Informasi Publik;

3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi
Publik; dan/atau

4) alasan penolakan permintaan Informasi Publik.
Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, PPID dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh masing-masing Atasan
PPID.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, PPID berwenang:

a.

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang
dikecualikan dan/atau rahasia, dengan disertai alasan dan
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon Informasi
Publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk membuat, memelihara,
dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala.
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